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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam
Peraturan Daerah Ogan [lir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan (PSDP). Latar Belakang dari skripsi ini yaitu karena
maraknya masyarakat Ogan ilir yang menangkap ikan di perairan Ogan Ilir yang
telah dilarang dan diatur dalam pasal 13 dan 14,yang di larangan untuk
menangkap ikan diperairan tersebut serta dengan cara yang diarang yaitu dengan
menggunakan alat tangkap seperti alat listrik (strum) baik accu atau generator dan
sejenisnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode library research, yaitu dengan
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini
adalah Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, bahan hukum sekunder
meliputi skripsi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan hasil karya ilmiah para
pakar sarjana dan hasil penelitian, bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersier seperti Internet, Kamus Hukum dan Kamus bahasa
Indonesia. Penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana
penulis mendeskripsikan setiap paragraf.

Dari hasil pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP) bahwa Mekanisme
Larangan Menangkap Ikan dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 17 Tahun 2008 adalah dengan memperhatikan asas-asas dan aspek-aspek,
yaitu asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan,
keterpaduan, keterbukaan, efesiensi, kelestarian. Bahwa tinjauan Figh Jinayah
terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Kabupaten Ogan
Ilir yaitu berupa sanksi ta’zir.

Kata Kunci: Figh, Jinayah, Pasal 13, Pasal 14, Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor
17 Tahun 2008, Sumberdaya, Perikanan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Islam muncul senantiasa menyuruh umat manusia berbuat kebaikan, kebenaran,
dan senantiasa meningalkan kemungkaran. Oleh karena itu, islam selain agama
monoteisme juga merupakan agama yuridis,! Islam senantiasa mengkonstruksikan
kerangka nilai dan normatertentu pada umatnya, agar selalu bertindak dan berprilaku
berdasarkan tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam
islamtersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-qur’an dan
hadist yang di sebut syar’i.

Kemaslahatan manusia menjadi tergangu akibat dampak dari penangkapan ikan
secara illegal atau illegal fishing yang sudah banyak merugikan masyarakat dan
Negara baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikan di laut
Indonesia.”

AllahSWT
mengangkatmanusiasebagaikhalifahdibumiyangdiberitugasuntukmemelihara dan
melestarikan alam ini, sehingga akan tercapai kemakmuran dan kebahagiaan bagi
umat manusia itu sendiri. Manusia dilarang merusak alam dan lingkungannya karena
akan berakibat merugikan bagi umat manusia serta alam dan lingkungannya. Ajaran

agama hendaknya dilaksanakan dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jika ajaran

'Menurut kamus hukum, yuridis adalah menururt hukum atau dari segi hukum.him. 412
2Asep Maulana, Illegal Fishing Presfektif Hukum Islam(Graha Media,Jakarta: 2009) HIm 18
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agama diamalkan oleh setiap pribadi muslim, tidak akan terjadi kerusakan alam
dimana-mana yang dapat merusak ekosistem sebagaimana dapat kita lihat dan kita
rasakan pada akhir-akhir ini. Terjadinya bencana alam dimana-mana, panas bumi
yang meningkat, musim yang tidak beraturan, dan masih banyak peristiwa lain yang
menimpa dan merugikan penghuni bumi ini. Firman Allah dalam Qs. Ar-Ruum:41-
42:3

U8 "Osen n palad slee (31 mny gl G (s) e eyl Dl b sldl) el

S ia ab SS) (5 WS I8 (e (g ) Asie (IS S g5l 18 V) g o

Artinya:Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar (41). \Katakanlah:
"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan

orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan Allah (42).

Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewajiban
mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam yang telah Allah ciptakan untuk
kepentingan dan kesejahteraan seluruh makhluk Allah. Ketidak pedulian terhadap
sumber daya alam mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memperihatinkan
manusia itu sendiri. Kerusakan alam baik di darat maupun di laut adalah akibat ulah
tangan manusia itu sendiri. Islam melalui pemahaman ayat Al Qur’an pengerusakan
lingkungan, karena untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia membutuhkan

keserasian ekosistem. Cinta lingkungan alam sekitar Selalu menjaga dan memelihara

3 Al Qur’an, Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Pustaka Al Hanan, Jakarta: 2009).hIm. 408-409.
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kelestraian alam tidak merusak habitat alam tidak melakukan pencemaran lingkungan
hidup.

Indonesia sebagai negara kepulauan* memiliki perairan yang sangat luas dan
didalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya yang
berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya,seperti
terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan
yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi
kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan
untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan.
Dalam diktum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa
perairan yang berada di bawah kedaulatan yang yuridiksi Negara kesatuan Republik
Indonesia dan Zona Ekonomi® Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan
internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang
potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada
bangsa Indonesia yang memiliki kehidupan secara pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat Indonesia.

4Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang
mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat dan Kepulauan adalah Negara yang
wilayahnya terdiri banyak pulau, seperti Indonesia.

5 Menurut Kamus Besar Basaha Indonesia, Zona adalah satu dari lima bagian besar permukaan
bumi yan dibatasi oleh garis khayal di sekeliling bumi dan Ekonomi adalah eksklusif wilayah laut
sejauh 200 mil dari pantai suatu Negara yang kekayaan ekonominya (misalnya ikan, sumber alam)
menjadi hak milik Negara itu.
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Pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara,®
pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan
dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidayaan ikan, dan pihak-pihak yang
terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya pelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya.

Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan selalu mempunyai asas dan
tujuan yang jelas.Peranan asas dalam suatu peraturan memiliki makna yang sangat
mendalam. Asas merupakan suatu arah dan pedoman dasar yang harus dipedomani
dalam rangka menjalankan suatu peraturan, sehingga peran yang ditampilkan oleh
asas tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu peraturan. Dalam
artian bahwa keberadaan asas merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu
peraturan perundang-undangan dan hampir dipastikan bahwa dalam suatu peraturan
yang tidak memiliki asas maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sah.’

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, pemerataan,
keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sementara
itu, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dinyatakan bahwa

pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c)

¢ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah
kepulauan Indonesia.
"Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indnoesia, ( Sinar Grafika, Jakarta:2011).hal 21
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kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h)
keterbukaan; (i) efisiensi; (j) pelestarian dan (k) pembangunan yang berkelanjutan
(ayat (2)).°

Fenomena Penangkapan ikan di Indonesia, kebijakan pemerintah di sektor
perikanan tangkap adalah agar ada kedaulatan penuh terhadap sumber daya laut dapat
dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Negara untuk kesejahteraan
rakyat.Berkenaan dengan itu, kegitan yang dilakukan adalah melakukan morotarium
terhadap semua kapal penangkap ikan dan menata kembali adminitrasinya diseluruh
wilayah Nusantara.

Fenomena’ dampak dari moratorium diketahui berbagai pihak yang
berkepentingan, ternyata banyak kapal dalam negeri dan luar negeri yanag melanggar
hukum yang berlaku.dalam satu tahun terakhir, Satgas yang dibentuk berdasarkan
peraturan presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang pemberantasan penangkapan ikan
secara illegal telah menenggelamkan 176 kapal yang tertangkap mencuri ikan di laut
Indonesia.Dan masyarakat nelayan Nusantara saat iniikut merasakanhasil penertiban
penangkapan ikan dari kapal-kapal yang melanggar tesebut, bahwa kawasan laut
Nusantara menjadi milik mereka karena Negara berdaulat atas lautnya.'°

Uraian di atas dapat disumpulkan bahwa, fenomena yang terjadi di Indonesia apa

yang terjadi dapat ditanggani oleh satgas yang dibentuk berdasarkan peraturan

81bid. him 22

SMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan
pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.

1%http://benuabahari.blogspot.com/2016/08/fenomenapenangkapanikanterhadap.html?_e_pi_=7%?2
CPAGE_ID10%2C3351419031, Diakses pada tanggal 01 nopember 2016, pukul 22:26 WIB.
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presiden tahun 2015. Sebagai bukti telah menengelamkan kapal sebanyak 176
kapal.Sehingga masyarakat nelayan Nusantara merasa nyaman untuk menikmati hasil
kekayaan alam Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, data produksi ikan tangkap
pada tahun 2014, ikan yang didapat dalam sungai Kabupaten Ogan Ilir dari 15
Kecamatan adalah sebanyak 1.772.460 kg, sedangkan dari dalam waduk atau rawa
sebanyak 6.641.474 kg ikan tangkap.'!

Ikan tangkap pada umumnya adalah ikan Gabus, Toman, Sepat, Udang dan
Jelawat di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Panjang, Rambang Kuang dan
Kecamatan Muara Kuang. Total produksi ikan tangkap tahun terakhir tahun 2015
adalah sebanyak 8. 195. 721 kg ikan tangkap.'?

Potensi produksi beberapa jenis ikan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015
mencapai 15.985.232 kg, antara lain berasal dari produksi ikan Patin sebanyak 3.679,
24 ton, ikan Nila 2.876,71 ton, ikan Gabus 1.282,71 ton, ikan Sepat 901,72 ton, ikan
Toman 881,79 ton, ikan Lele 1.233,55 ton, ikan Lais 582,30 ton, ikan Jelawat 211,04
ton, dan ikan Lampam 547,47 kg."3

Berdasarkan data ikan tangkap diatas, bahwasannya produksi ikan tangkap di

Kabuaten Ogan Ilir cukup tinggi, banyak berbagai jenis ikan yang bisa didapat dari

I Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan llir, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pada pukul
23:30.

2www.oganilirkab.go.id/p/perikanan.html?m=1, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pada pukul
00:15.

13 1bid
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sungai-sungai, waduk dan rawa-rawa.Tentunya juga hal ini dapat memberi
kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Latar belakang terbentuknya peraturan daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008
karena mraknya masyarakat Ogan ilir yang menangkap ikan di perairan Ogan Ilir
yang telah dilarang dan diatur dalam pasal 13 dan 14,yang di larangan untuk
menangkap ikan diperairan tersebut dengan cara alat listrik (strum) baik accu atau
generator dan sejenisnya.

Serta bahan beracun seperti : Putas, herbisida, insektisida, fungisida, tuba dan
sejenisnya, yanag apabila alat tangkap atau cara menagkap di atas dilakukan akan
merusak perairan dan ekosisten sungai tidak hanya ikan yang besar saja akan mati
akan tetapi ikan yang masih kecil juga ikut mati.Untuk daerah-daerah yang
dilarangan, memancing dan sejenisnya, ikan yang ada didalam sungai atau lebung dan
sebagainya ketika sudah pada waktunya ikan-ikan tersebut akan dilelang.

Dinas Petenakan dan Perikanan (disnakkan) kabupaten ogan llir (Ol) melakukan
lelang pengelolaan sumber daya perikanan(PSDP) secara serentak di 15 Kecamatan
di Kabupaten ogan lIlir. Nilai objek lelang mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
per objek samapi Rp 150.000.000 (Seratus limah puluh juta rupiah) per objek.
Sedangkan objek lelang yang di tawarkan sebanyak 375 lokasi dari lebak lebung
sampai anak sungai.

Setiap tahun nilai lelang berubah-ubah tegantung siapa pemenangnya.Peserta

lelang kadang menaikan nilai objeknya jika ikannya banyak, yang tata caranya telah
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di ataur dalam peraturan Daerah Ogan llir Nomor 17 Tahun 2008, calon pengelola
objek lelang diutamakan warga yang berdomisili dilokasi objek lelang.'*

Penangkapan ikan di Kabupaten Ogan llir tepatnya di sungai-sungai yang telah
dilarang dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 dalam pasal 13 dan
14 merupakan suatu pelangaran dan apabila laranggan tersebut dilarang dalam perda
ini akan di sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17
Tahun 2008pasal 24 ayat (3), Barang siapa dengan sengaja melangar ketentuan pada
pasal 14 dihukum dengan denda Rp. 10.000.000 (Sepuliuh juta rupiah) dan/atau
dihukum kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul “TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PASAL 13 DAN 14
DALAM PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)”’

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana mekanisme pelarangan menangkap ikan pada pasal 13 dan 14
dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.
2. Bagaimana tinjauan Figh Jinayah terhadap larangan menangkap ikan di
Kabupaten Ogan llir.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

14 http://Palembang.tribunnews.com/disnakkan-mulai-lelang-lebak-lebung, Di akses pada tanggal
5 November 2016, pukul 00:30, WIB.
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a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelarangan menangkap ikan pada
pasal 13 dan 14 dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.
b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Figh Jinayah terhadap larangan

menangkap ikan di Ogan llir.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang
berhubungan dengan Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam
Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan (PSDP)
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Tinjauan Figh
Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor
17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PSDP)
2. Manfaat Praktis
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal
untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti.
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c. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif
bagi teman-teman ataupun masyarakat sekalian yang berminat membaca dan
memahaminya.

E. DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana
caranya mengukur suatu variable atau kata.Defenisi operasional juga diartikan
sebagai penjelasan defenisi dari variable yang telah dipilih oleh penulis. Variable
yang dipilih penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah melihat-lihat
memeriksa mengamati, dalam skripsi ini figh jinyah meninjau pasal 13 dan 14
dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

2. Figh adalah yang bearti paham atau pengertian, Sedangkan ilmu figh ialah
ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-normahukum dasar
yang terdapat dalam al-qur’an dan sunnah.'®

3. Jinayah adalah pidana islam yanag membahas tentang berbagai macam
jarimah. jarimah adalah tindak pidana, misalnya jarimah Qishash, Sarigah dan
lain-lain.

4. Pasal dalam kamus bahasa Indonesia bagian dari bab; artikel (dalam undang-
undang), bahasa Negara adalah bahasa Indonesia tecantum di salah satu
Undang-Undang Dasar 1945, Dalam skripsi ini pasal yang tercantun dalam

peraturan daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

5 Muhammad DaudAli, Hukum Islam, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012), him. 3.
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Peraturan atau aturan dalam kamus saku bahasa Indonesia adalah cara atau
petunjuk sebagai patokan agar diturut dan dilaksanakan.'¢

Daerah dalam kamus hukum adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan mengurus
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.!”

Larangan dalam kamus saku Bahasa Indonesia sama dengan melarang
mencegah agar seusatu tidak dilaksanankan, dalam sekripsi ini melarang
menangkap ikan di daerah-daerah yang ada larangan dan menangkap ikan
degan cara merusak seperti distrum dan diputas.'®

Menangkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan tangkap
adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas dsb); memegang
(binatang, pencuri, penjahat, dsb) dengan tanggan atau alat nelayan itu.

Ikan adalah hewan yang hidup dilaut dan bernafas dengan insang,
Sebenaranya ikan mempunyai daya tahan terhadap penyakit selama berada
dalam lingungan yang baik dan tubuhnya tidak diperlemah oleh berbagai
sebab!®. Seperti rusaknya lingungan perairan karena menangkap ikan dengan

strum dan putas dan lain sebainya.

. KAJIAN PUSTAKA

1Panji Gunawan, KamusSsaku Bahasa Indonesia, (Pg. Pustaka Gama: 2008),hIm. 67.
17Zulkifli dan Jimmy, Kamus Hukum, (Grahamedia Press, Surabaya: 2012), him. 124.
18Panji Gunawan, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Op., Cit, him. 291

1% Deden Dailam, Agar lkan Sehat, (PT Penebar Swadaya, Jakarta: 2001), him. 7.
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Karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara
khusus tentang penangkapan ikan telah banyak di jumpai. Berikur ini beberapa karya
ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Nurul Putriyana Yusuf, 2015, “ Tinjauan Kriminologi Terhadap
Kejahatan Penangkapan lkan Secara llegal (illegal fishing) oleh Nelayan
(Studi  Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-
2014)” Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian ini penulis
menjelaskan  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya
penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) di Kabupaten Kepulauan
Selayar adalah faktor ekonomi nelayan yang rendah, faktor pengetahuan
(ketidaktahuan pelaku) yang minim akan dampak yang ditimbulkan dari
illegal fishing terhadap lingkungan laut serta faktor pengawasan kepolisian
yang terhambat dikarenakan luas wilayah perairan yang tidak bisa dijangkau.
Dan untuk upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan upaya preventif
yaitu mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yaitu
Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan serta melakukan penyuluhan hukum
dan juga upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan penangkapan dan
pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi
terhadap pelaku illegal fishing sehingga dapat memberikan efek jera.

2. Skripsi Asep Maulana R, 2009. “ Illegal Fishing persefektif Hukum Islam”.
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis

menjelaskan tentang dampak negatif penangkapan ikan dengan cara di setrum
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adalah kerusakan habitat dan ekosistem laut. Kerusakan alam itu jika tidak
segera maka ancaman kerugian lebih besar menghantui negara Indonesia yang
akan berdampak besar juga pada lingkungan bumi dan perubahan iklim.

. Skripsi Wiliater Pratomo 2014, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap lIllegal
Fishing yang Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013),
Universitas Hasanuddin Makasar. Dalampenelitian ini penulis menjelaskan
tentangfaktor-faktor penyebab terjadinya lllegal fishing adalah faktor ekonomi
masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan
bahaya dan dampak dari illegal fishing, dan faktor pendidikan yang rendah
sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat illegal
fishing.untuk upaya penanggulangan tindak pidana Illegal fishing ditempuh
melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan
penyuluhan hukum mengadakan patroli secara rutin bekerjasama dengan
instansi lain yang terkait dan juga melalui upaya represif berupa melakukan
penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam

penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan

kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus

yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan dengan cara disetrum.Dan juga

peneliti tidak menemukan permasalahan, tredapat perbedaan tentang larangan

menangkap ikan di daearh Ogan Ilir.

G. METODE PENELITIAN
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Penelitian ini dilaksanakan dengan metode?® sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 2'dimana
penulis ingin menggambarkan dengan selengkap-lengkapnya mengenai Tinjauan Figh
Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17
Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP). Penelitian ini akan
membahas aspek yuridis*? dari permasalahan Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan
Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
(PSDP)
2. Metode Pendekatan
a. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan
tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.?* Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis yaitu secara
hukum yang mengatur Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam
Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Perikanan.

20 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk
melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang
bersistem untuk memudahkan melaksanakan suatu Kkegiatan guna mencapai tujuan yang
ditentukan.him. 910

2IMenurut kamus besar bahasa Indonesia, Deskriptif adalah bersifat deskripsi, yaitu pemaparan
atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, brsifat menggambarkan apa
adanya.him. 320

22Menurut kamus hukum , Yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum.hlm. 412

23 Mahmud PeterMarzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 133
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3. Jenis Data

a. Data primer, bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun
data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research,
buku-buku hukum, Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

b. Data sekunder
Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu:

1. Bahan hukum primer?* meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini
adalah Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

2. Bahan hukum sekunder® meliputi skripsi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum
dan hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.?

3. Bahan hukum tersier?’ adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier
seperti Kamus Hukum dan Kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data
a. Studi kepustakaan (library research), merupakan cara pengumpulan data
yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan, dan laporan hasil penelitian.
b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan

menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen,

24 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primer adalah yang pertama; yang terutama; yang
pokok: kebutuhan.hlm. 1102

25 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekunder adalah berkenaan dengan yang kedua atau
tingkatan yang kedua. him. 1246

26 Mahmud PeterMarzuk, Penelitian Hukum, Op., Cit, him. 196

27 Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, tersier adalah yang ketiga.hlm. 1455
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arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain
yang terkait dengan masalah yang dikaji.
5. Analisis Data.

Secara teknis analisis?® data berkaitan erat dengan metode pengumpulan data,
bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode
pengumpulan data dan metode analisis data.Dengan demikian, pengumpulan data
dilakukan melalui teknis data tersebut.Peneliti memilih teknis analisis data penelitian,
seperti metode pengumpulan data di atas.?’

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang
menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan
jawaban-jawaban yang dicari hubungannya antara data yang satu dengan data yang
lain kemudian disusun secara sistematis atau tersusun.

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil (library research) dan dari bahan-bahan lain, sehingga
dapat mudah difahami. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya kedalam unit-unit*®, melakukan analisamemilih mana yang paling

penting,dan yang akan dijadikan sebuah objek penelitian tersebut.

28 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
(karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk
perkaranya, dsb). him. 58

2Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007), him. 79

30Menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia, Unit adalah kadar yang digunakan untuk mengukur
(menilai dan sebagainya) suatu dasar ukuran.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Figh Jinayah dan Unsur-Unsur jinayah serta Hubungan Jinayah

dengan Larangan

1. Pengertian Figh Jinayah

Figh adalah yang bearti paham atau pengertian, Sedangkan ilmu figh ialah ilmu
yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-normahukum dasar yang terdapat
dalam al-qur’an dan sunnah. Jinyah berasal dari kata “jana yajni jinayah”, yang
bearti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang
memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah.

Sedangkan menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang dilarang atau
diharamkan karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap agama,
jiwa, akalatau harta benda.’'Figh adalah yang bearti paham atau pengertian,
Sedangkan ilmu figh ialah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-
normahukum dasar yang terdapat dalam al-qur’an dan sunnah. Jadi figh jinayah
adalah hukum pidana islam.*?

2. Unsur-Unsur Figh Jinayah.
1. Unsur formal, yaitu adanya nas syara’ yang melarang perbuatan itu dilakukan,

Dan jika dilakukan akan dikenakan hukuman. Nas syara’ ini menempati posisi

3yusuf Imaniang, figh jinayah,(Rafah Press, 2009), him.1.
32Irfan Nurul dan Masyirofah, figh jinayah,(Amzah, Jakarta: 2013). him. 1.
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yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana islam, sehinga
dikenal suatu prinsip tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal

sebelum datangnya nas.

2. Unsur matril adalah adanya perbuatan pidana yang di lakukan. Dalam skripsi
ini tindak pidana yang dilakukan adalah melanggar pasal 13 dan 14 dalam
peraturan daerah ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008.

3. Unsur moril yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban
hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat
diminta pertanggung jawaban hukum, sepeti anak kecil, orang gila, atau orang
yang terpaksa tidak dapat dihukum.3?

3. Hubungan Jinayah dengan Larangan.

Konsep jinayah berkaitan degan “larangan” karena setiap perbuatan yang
terangkum dalam konep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
syara’.Larangan itu timbul karena perbuatan itu megancam sendi-sendi kehidupan
masyarakat.Oleh karena itu, dengan adanyan larangan, maka keberadaan dan
kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan diplihara.

Sesuai dengan ketentuan figh, larangan untuk melakun atau tidak melakukan
sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi

(hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seorang pelaku kejahatan dan pada

33 Yusuf Imaning, Figh Jinayah, Op, Cit., hal. 2.
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gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk
tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan suatu yang dapat dihindarkan, hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa secara intrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu
kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.**Oleh karena itu,
dasar larngan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah
karena prbuatan-prbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan
perbuatan-perbuatan jinayah dan hukuman-hukumannya di maksudkan untuk
mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup
bermasyarakat.3®

Dengan adanya larangan pala pasal 13 dan 14 untuk menangkap ikan didaerah-
daerah yang dilarang dan larangan menangkap ikan dengan cara yang akan merusak
sungai, diharapkan terciptanya kenyamanan bagi masyarakat Ogan Ilir yang mata
pencariannya nelayan. untuk daerah-daerah yang dilarangan unntuk menangkap ikan
daerah tersebut hasil ikannya akan dilelang, yakni yang biasa di sebut dengan lelang
lebak lebung.

Secara yuridis pengertian lelang dapat ditemukan dalam Pasal langka 17 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang

menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara

34Ibid, hal. 3.
331bid, hal. 4.
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penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalaui usaha pengumpulan peminat

atau calon pembeli.

B. Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Larangan Menangkap Ikan di Ogan llir

Ogan llir adalah daerah yang mempunyai banyak lebung, daerah lebung ini
apabila air sungai pasang atau naik maka potensi ikan di sungai-sungai dan lebung-
lebung daerah Ogan llir ini akan banyak.Dengan adanya ikan di sungai-sungai dan
lebung-lebung di daerah Ogan llir ini masyarakat banyak yang memanfaatkan hasil
sungai dan lebung tersebut.

Akan tetapi masyarakat Ogan llir yang menangkap dan memanfaatkan hasilnya
ini mengunakan cara yang tidak sesuai, cara menagkap ikan yangdigunakan
masyarakat adalah dengan cara di setrum, putas, empang dan lain-lain. dengan
mengunakan alat setrum dan putas ini akan membahyakan habitat ikan karena
keracunan, tidak hanya yang besar saja yang mati, akan tetapi ikan yang masih kecil
pun ikut keracunan dan mati yang menyebabkan ikan tidak akan berkembang biak.

Maka dengan kejadian ini pemerintah Ogan Ilir membuat peraturan daerah
Nomor 17 tahun 2008 yang bertujuan untukmelindungi habitat ikan yang ada di
nlebung daerah Ogan llir, dan bahwa sumberdaya perikanan di perairan umum
Kabupaten Ogan Ilir merupakankekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan
dilindungi sehingga dapatmemberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat dan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum oleh
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masyarakatharus berpedoman pada kaidah-kaidah lingkungan yang lestari bahwa
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor22 Tahun 2006
dirasakan belum cukup memenuhi aspirasi masyarakat.

C. Budaya Penangkapan Ikan dan Pelestariannya di Ogan llir

Ogan llir adalah daerah kabupaten yang memiliki banyak sungai dan lebak, dan
kaya dengan berbagai jenis ikan, mulai dari ikan Gabus, Toman, Lele, Lais dan lain-
lain namun ikan yang paling sering didapat dalah ikan Gabus. Perairan di Kaupaten
Ogan llir terdapat dua musim dalam setahun, yaitu musing pasang yang berarti air
sedang tinggi dan musim surut yang berarti air sedang rendah.

Mayarakat Ogan Ilir mulai menagkap ikan pada saat air mulai surut, hal ini
bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam menagkap ikan karena apabila air
mulai surut ikan-ikan di sungai berkumpul pada lebak-lebak tertentu sehingga
memudahkan masyarakat menagkap ikan. Namun ketika air sedang tinggi maka ikan-
ikan yang ada di sungai atau lebak lebung sangat sulit untuk di tangkap.

Masyasrakat Ogan Ilir menangkap ikan dengan menggunakan Jaring, Jala,
Serkap, dan lain-lain.Jaring adalah alat penangkap ikan, burung dan sebagainya yang
berupa siratan atau rajutan tali atau benang yang membentuk mata jala.Jala adalah
alat untuk menangkap ikan yang berupa jaring bulat atau pengunaannya dengan cara
menebarkan atau mencampakan ke air.Serkap adalah lukah yang berbentuk kerucut (
yang dibuat dari buluh atau rotan, ujungnya terbuka untuk menangkap ikan di air

yang dangkal dengan menyungkupkan nya pada ikan yang akan di tangkap).
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Adapun pelestarian ikan di Kabupaten Ogan lIlir adalah dengan cara mengambil
ikan yang sudah besar dan meninggalkan ikan yang masih kecil. Sehingga ikan yang
masih kcil masih bisa berkembnag biak. Karena ikan ini ikan dari alam bukan ikan
pembibitan, dan juga dengan cara menangkap ikan dengan cara yang baik, apabila
menagkap ikan dengan cara yang tidak baik, Seperti diestrum dan diputas maka akan
menghancurkan habitat ikan yang akan berkembang biak.

Berdasarkan uraian diatas maka budaya masyarakat Ogan Ilir dalam menagkap
ikan adalah pada waktu musim surut dan cara menangkap ikan di lebak-lebak yaitu
dengan menggunakan alat menangkap ikan, alat menagkap ikan yang sering di
gunakan oleh masyarakat Ogan Ilir adalah jaring, jala dan serkap.

Pelestarian ikan di sungai dan lebak lebung di Ogan Ilir yaitu dengan cara
menyisakan ikan-ikan yang masih kecil dan cara menagkap ikan-ikan di sungai dan
lebak leung tersebut harus menggunakan alat menangkap ikan yang tidak
membahayakan kelestarian ikan, maka dengan cara tersebut kelestarian ikan di Ogan
Ilir akan terus terjaga.

D. Larangan dan Ancaman Penangkapan Ikan Pada Pasal 13 dan 14 Perda
Nomor 17 Tahun 2008

Ogan llir adalah kabupaten yang memiliki banyak sungai-sungai dan bentuk
perairan yang lainnya yang didalamnya terdapat banyak ikan, yang mana ikan
tersebut bukan merupakan ikan peliharaan melainkan ikan yang berkembang biak
dengan sendirinya. Akan tetapi walaupun ikan tersebut berkembang dengan

sendirinya tidak bisa ditangakap secara bebas karena itu dilindungioleh pemerintah.
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Pemerintah Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PSDP).Sumberdaya perikanan di Ogan
llir adalah merupakan kekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan di
lindungi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.Maka dari itu
masyarakat dilarang menagkap ikan yang sudah menjadi hak pengelolaan pemerintah,
hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No 17 Tahun 2008 dalam
Pasal 13-14.

Pasal 13

Setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil ikan

dan biota perairan lainnya dari objek pengelolaan yang sudah menjadi hak

pengelola yang telah mempunyai TRKP.

Jadi pasal 13 di atas menerangkan bahwa larangan menangkap ikan, berkarang,
memancing, dan mengambil ikan dan biota perairan lainya dari objek pengelolaan
yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP.Jadi masyarakat di
Kabupaten Ogan llir tidak berhak untuk sembarangan menangkap atau mengambil
ikan di perairan di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang menangkap ikan di area perairan dan objek pengelolaan

sumberdayaperikanan serta tempat perairan lainnya seperti sunggai, lebak, kanal,

kanal (galian PU) lebung buatan, lebung alam, dan perairan lainnyadengan
menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti: tuguk, empang, kilung,
lulung, langsaran serta jaring arat/kuahat (ngeser) dengan ukuran mata jaring
minimal 1 cm dan alat lain seperti : alat listrik (strum) baik accu atau generator
dan sejenisnya serta bahan peledak serta bahan racun seperti : putas, insektisida,
herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya

yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian
sumberdaya perikanan serta biota perairan lainnya.
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(2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan
alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan.

Jadi pasal 14 di atas menerangkan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Ilir
dilarang untuk menangkap ikan dengan cara di setrum dan bahan beracun lainnya,
karena akan merusak habitat atau ekosistem didalam sungai, tidak hanya ikan yang
besar saja akan mati melainan ikan yang masi kecil-kecilpun akan punah. Dan juga
ada larangan untuk membudidayakan ikan dengan mengunakan alat atau bahan yang

membahayakan sumberdaya perikanan lainnya.
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BAB 111
HASIL PENELITAN

A. Mekanisme Larangan Penangkapan lkan Pada Pasal 13 dan 14 Dalam
Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai sebagai penghubung
wilayah yang satu dengan yang lain dalam memperlancar hubungan transportasi, juga
kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan
rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan
bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan
alam*®.

Dalam penegakan hukum ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah
dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan
melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang.’” Penggunaan sumber daya
ikan (SDI) di laut lepas terkait dengan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya
ikan dengan memberlakukan langkah-langkah konservasi agar kelestariannya dapat
terjaga bagi generasi yang akan datang.®

Pengelolaan perikana harus dilakukan dengan baik, agar tidak berpengaruh
terhadap keberlangsungan jumlah populasi sumber daya ikan yang terdapat di
wilayah pengelolaan ikan.Asas-asas dalam pengelolaan perikanan, Agar dapat

melakukan pengelolaan usaha perikanan di Indonesia maka harus memperhatikan

36Joko Subagio, Hukum Laut Indonesia, ( Rineka Cipta, Jakarta:2009) him.8

37JoniEmirzon,Arviana Novera dkk, Hukum Dalam Masyarakat, (Universitas Sriwijaya,
Palembang: 2007) him 1

38 Chomariah, Hukum Konservasi Ikan, (Stara Press,Malang: 2014) him 5
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asas-asas dalam Undang-Undang Perikanan (UUP).Adanya asas tersebut dapat

menjadi landasan bagi seluruh masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola

usaha perikanan.Dalam Pasal (UUP) terdapat 11 (sebelas) asas pengelola yang

masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yaitu:

a. Asas manfaat, adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan

harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan
pada hasilpengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus
bermanfaat.Oleh karna itu harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan

hasilnya.

b. Asas keadilan, adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan

C.

peluang dan kesempatan yang sama secara propesional bagi seluruh warga
Negara tanpa terkecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat dikatakan
sama-sama proposional apabila ada keseimbangan yang memadai di antara
keduanya.Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya
ditunjukan kepada orang-orang tertentu (terbatas) hal ini tidak mengambarkan
rasa keadilan, untuk itu harus di hindari sejk dni.

Asas kebersamaan, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan mampu
melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar terciptanya kesejahteraan

masyarakat perikanan

3% Ramlan, Tata Kelola Perikanan, (Stara Press(Malang: 20015), him 105.
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Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan
masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.Titik berat
asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.

. Asas kemitraan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan
kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan
kesetaraan dalam berusaha secara proposional.

Di samping itu, dalam aspek kemitraan menghendaki pendekatan sumber daya
yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, bahwa dalam mencari mitra usaha
harus mempertimbangkan kekuatan yang setara dengan kekuatan kita sendiri
agar dalam mengelola perikanan memperoleh keseimbangan.

Asas kemandirian, adalah asas pengelolaan perikanan dilakukan dengan
menoptimalkan potensi perikanan yang ada. Asas ini mengharapkan agar
pengelolaan perikanan yang potensial tersebut dapat secara mandiri dikelola
oleh masyarakat Indonesia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan
kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat nelayan itu sendiri.

Asas pemerataan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang
dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan
kecil.

Dalam pengelolaan ikan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi
harus ada keseimbangan di antara pengelolannya, tujuannya agar dapat

dihindari berlakunya “hukum rimba” yaitu siapa yang kuat dialah yang
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menguasai. Oleh karna itu, dalam asas ini juga menekankan perhatian
terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, agar tetap dapat ikut serta
dalam pengelolaan perikanan dan menigkatkan kesejahteraannya.

. Asas keterpaduan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari
hulu sampai hilir dalam upaya menigkatkan efesiensi dan produktifits.
Ketepaduan pengelolaan perikanan yang dimaksud dalam asas ini adalah dari
segi struktur pengelolaannya agar tetap Saling berkaitan satu dengan yang
lainnya karna merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menghemat
waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang berpengaruh terhadap hasilnya
secara kuantitatif dan kualitatif.

. Aspek Kketerbukaan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan
memperhatiakn aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan
informasi yang dapat diakses oleh msyarakat.

Asas ini diperlukan karena dalam pengelolaan perikanan tidak dapat
dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan bagi
masyarakat. Dalam melaksanankan asas keterbukaan dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat terjalin kominikasi
secara timbal balik dengan masyarakat secara cepat, dan jika ada
permasalahan yang terjadi akan segera ketahuan dan dapat ditanggulangi
secepatnya. Berdasarkan asa keterbukan ini maka diharapkan masyarakat

dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan.
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Asas efesiensi, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat,
dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Asas ini mengharapkan dalam pengelolaan usaha perikanan harus
memperhatikan norma-norma yang ada, sehingga hasil yang dihasilkan
berkualitas baik.

Asas kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin
dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya iakn.

Dalam pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang
signifikan, juga harus dihindari terjadinya penurunan sumber daya ikan secara
drastis atau sampai terjadi kerusakan sumber daya ikan, karena pada dasarnya
pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara ikan agar tetap lestarai
sepanjang zaman.

Asas pembangunan yang berkelanjutan, adalah pengelolaan perikanan
dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta
kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan
hidup untuk masa kini dan masa ynag akan datang.

Asas ini dapat diberlakukan disemua sektor termasuk bidang
perikanan.Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaan perikanan perlu
mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian
lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa
pembangunan adalah melakukan perubahan yang positif dan menguntungkan

masyarakat.
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Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan satu system yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertia lingkngan hidup hampir
mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Mahakuasa ini, itulah sebab lingkungan
hidup termsuk manusia dan prilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang
sangat menentukan.Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh
sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya
sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia
merupakan penguasa lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup hanya
dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.*°

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Peraturan
Daerah mempunyai fungsi, yaitu:*!

1. Kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan
sebagaimana amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan
Peraturan perundang-undangan dibidang pemerintah daerah;

2. Penampung khusus dan keberagaman Daerah, serta pengalur aspirasi
masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dala kerangka kesatuan
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah;

40 Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta: 2008) him 34
“'Mario JosefMonteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintaha Daerah, (Pustaka Y ustisia,
Yogyakarta: 2016). him.66.
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4. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu agar tidak tumpang tindih antara Peraturan Daerah dengan
Peraturan yang lebih tinggi perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut;
a. Aspek kewenangan yang secara tegas di persyaratkan dalam ketentuan

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

b. Aspek keterbukaan adalah setiap pembentukan Peraturan Daerah di
perlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi atau
praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan
penyusunan untuk memberikan masukan atau pertibangan secara lisan
atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

c. Aspek pengawasan, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus
dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan terhadap rancangan
Peraturan Daerah maupun pengawsan terhadap Peraturan Daerah

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk melaksanakan otonomi daerah

sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repbulik Indonesia di
perlukan suatu kebijakan.Aspirasi masyrakat juga sangat diperlukan dalam
pembentukan Peraturan Daerah. Namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dalam meningkatkan kesejahteraan daerah juga diperlukan alat
pembangunan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah dengan

peraturan yang lebih tinggi perlu suatu kebijakan yang lebih tinggi.
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Kebijakan pemerintah memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kewenangan,
aspek keterbukaan, dan aspek pengawasan.Beberapa aspek ini sangat perlu
diperhatikan Pemerintah dalam membentuk suatu Peraturan Daerah agar
sempurnanya suatu Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, proses pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah juga didasarkan atas
prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, transparasi dan keterbukaan, yakni proses yang transparan memberikan
manfaat pada masyarakat: (1) informasi tentang ditetapkannya suatu kebijakan, dan
(2) peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan memberikan masukan
dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam peroses
pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi
masyarakat untuk dapat memberikan masukan dam pertimbangan kepada pemerintah
secara langsung.Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara
pemerintah dan no pemerintah.

Kedua,partisipasi dimaksudkan untuk mendorong; (1) terciptanya komunikasi
publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peroses pengambilan
keputusan pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik.*?

Mekanisme pelarangan penangkapan ikan dalam pasal 13 dalam Peraturan Daerah
Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.Setiap orang dilarang untuk menangkap ikan,

berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek

“1bid, him. 67.
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pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP (Tanda
Regestrasi Pengelola Perikanan).

Barang siapa yang melanggar pasal 13 tersebut akan dikenakan sanksi dan pidana
dalam pasal 24 ayat (2) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun
2008 yang tertulis:

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 1layat (1), (2), (3) dan pasal 13 serta

pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp.

5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan

Mekanisme pelarangan penangkapan ikan Pada Pasal 14 Dalam Peraturan Daerah
Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008. Masyarakat Kabupaten Ogan llir dilarang
menangkap ikandi area perairan dan objek pengelolaan sumberdayaperikanan serta
tempat perairan lainnya seperti sunggai, lebak, kanal, kanal (galian PU) lebung
buatan, lebung alam, dan perairan lainnyadengan menggunakan alat tangkap dan
bahan beracun seperti: tuguk, empang, kilung, lulung, langsaran serta jaring
arat/kuahat (ngeser) dengan ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti :
alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya serta bahan peledak serta
bahan racun seperti : putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau
bahan peledak dan peralatan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau
merusak lingkungan dan kelestarian sumberdaya perikanan serta biota perairan

lainnya. Dan setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan

mengunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan.
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Barang siapa yang melakuakan pelangagran dalam pasal 14 Dalam Peraturan

Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, Akan dikenakan sanksi dan pidana dalam

pasal 24 ayat (3) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008

yang tertulis:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada pasal 14, dihukum
dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum
kurungan selama 6 bulan.

Bagi pelaku tindak pidana yang melanggar pasal 13 dan 14 tentunya wajib di

sidik oleh pihak penyidik sesuai dalam ketentuan pasal 25 dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Thun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya

Perikanan yang tertulis:

(1)Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana
sebagaimana di maksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh
pejabat penyidik pegawai negri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang
pengangkatannyadisesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas dapat melakukan
koordinasi.

(3) Dalam melakukan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.

b.
C.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana.

Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan dengan menggeleda sarana dan peralatan yang
diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana
perikanan.

. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa kelengkapan dan

kebahasaan dokumen usaha perikanan.

. Melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya

sekaligus menangkap, membawa dan/atau menahan barang buktidan/atau
orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku

tindak pidana.
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g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi.

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.

i. Membuat dan mendatangkan berita acara pemeriksaan.

J- Mengadakan perhentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyelidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyelidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka dan
keluarganya.

k. Mengadakan tindakan lain menurut hukumyang dapat dipertangung
jawabkan.

(4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini

dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004

tentang perikanan.

Berdasarkan Pasal tentang paenyidikan di atas, maka pelaku tindak pidana harus
disidik oleh penyidik daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dapat pula di sidik oleh pejabat
penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah daerah yang
pengankatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.Penyidik yang
dimaksud adalah penyidik yang telah benar-benar dapat melakukan koordinasi.

Penyidik tentunya berwenang menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana agar dapat memanggil tersangka dan juga saksi bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana.Penyidik berhak melakukan tindakan penggeledahan
di tempat kejadian perkara (TKP) yang telah diduga dipergunakan dalam atau
menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.

Setelah pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka maka penyidik berhak

menyita benda yang bias dijadikan barang bukti dan membawa semua barang bukti

untuk disita. Kemudian penyidik wajib mengambil sidik jari, memanggil saksi untuk
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dimintai keterangannya dan memanggi ahli yang diperlukan yang ada hubungannya

dengan pemeriksaan perkara pidana.

Setelah penyidikan dirasa sudah memenuhi syarat, maka akan dilakukan
penyelidikan, sehingga dapat dilakukan proses pada tahap pengadilan dengan
mengumpulkan semua alat bukti dan berita acara dan kemudian diserahkan kepada
penuntut umum dipengadilan, dan selanjutnya tersangka akan diadili sesuai dengan
peradilan dan keputusan hakim.

Apabila pelaku tindak pidana terbukti melanggar pasal 13 dalam peraturan
Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 menurut Pasal 24 ayat (2) dalam peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008 yang akan dikenakan sanksi uang
sebesar Rp.5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan.

Pelaku tindak pidana masih dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 14, akan
di hukumdengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau
dihukum kurungan selama 6 bulan, menurut apa yang tercantum dalam pasal 24 ayat
(3) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008.

B. Tinjauan Figh Jinayah Terhadap Larangan Penangkapan Ikan Di Ogan Ilir

Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa tentang keteguhan hukum islam
penuh jaminan kehidupan apapun, spiritual, ritual, dan sosial, seperti politik,

ekonomi, hukum, dan lingkungan. Kebenaran Al-Qur’an akan mampu menjelaskan
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problema kehidupan yang penuh dengan rona dan duri-duri serta kerusakan yang

makin hari makin tidak menentu.*?

Dalam syari’at Isalm semua aturan hukum, baik tentang komunikasi dengan tuhan
maupun dengn manusia, diberikan dengan nama tuhan, tidak lepas dari
keberadaannya sebagai hukum tuhan. Pelanggaran terhadap hukum “duniawi” seperti,
berbohong atau curang dalam jual beli, tetapi dinilai sebagai kesalahan, kendati yang
tahu hanya dirinya sendiri.** Tinjauan Figh Jinayah terhadap larangan menangkap
ikan dan menjaga kelestarian ikan di Kabupaten Ogan ilir adalah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 13 dan 14.

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 13 ditinjau dari Figh

Jinayah

Tinjauan figh jinayah dalam pasal ini termasuk kedalam kategori illegal
fishing.lllegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum
di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan
sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara
terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa
Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesia Dictionary, dikemukakan
bahwa “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish”

artinya ikan atau daging ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata

43Azhari Muhammad Tahir, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum
Islam, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2012) him 3
44 Zuri Muh, Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008) him 21.
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pencaharian atau tempat menangkap ikan.Berdasarkan pengertian secara harfiah
tersebut dapat dikatakan bahwa “illegal fishing” menurut bahasa berarti menangkap
ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.*

Hukuman pelaku illegal fishing dalam islam adalah ta’zir, ta’zir adalah
merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak ada
dalam nsahnya ialah kasus yang perbuatannya diluar dari pada hudud dan gishos*,
maka penjatuhan sanksi fa’zir lah yang diberikan kepada pelaku tindak pidana
tersebut maka dalam penelitian ini tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana
illegal fishing. Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau
pemerintah setempat.Jadi dalam pasal 13 tersebut sanksinya adalah ta’zir yang

hukumyannya dikembalikan kepada hakim atau pemerintah Kabupaten Ogan lIlir.

Sebagaimana yang tercantum dalam dalam pasal 24 ayat 2 dalam Peraturan

Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya perikanan:

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 1layat (1), (2), (3) dan pasal 13 serta
pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp.
5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan

Maka pelaku illegal fishingakan dikenakan sanksi ta zir berupa kurungan/penjara

selama 3 bulan dan/atau denda Rp. 5.000.000,-.Dengan demikian hukuman bagi

pelaku Illegal Fishing sanagt cocok dengan hukuman za ’zir tersebut.

45 petter salim, The Contemporary English Indonesia Dictionary,(Pena Grafika, Jakarta: 2012),
HIm 925,707.

46http://lawafofarkavandi.blogspot.co.id/2016/12illegal-fishing-dalam-pandangan-
hukum.html?=1, diakses pada tanggal 21 maret 2017 pada pukul 20:16 WIB.
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2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 14 ditinjau dari Figh
Jinayah
Dalam pasal 14 ini pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melarang menangkap ikan di
areal perairan umum dan objek pengelolaan sumber daya perikanan serta tempat
perairan lainnya seperti sungai, lebak, kanal, lebung buatan, lebung alam, dan

perairan lainnya dengan mengunakan alat tanggkap dan bahan beracun.

Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang allah berikan kepada
manusia yang salah satu diantaranya adalah sumber daya perikanan agar manusia itu
bisa memanfaatkan dan minikmatinya. Dalam ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan
dengan laut sering kali Allah mengakhirinya dengan kata syukur. Hal ini
menunjukkan bahwa kenikmatan berupa sumber daya perikanan yang Allah berikan
itu patut kita syukur, dengan demikian Allah akan memberikan tambahan
kenikmatan. Akan tetapi kadang kala manusia tidak mau bersyukur dan lupa dengan

kenikmatan tersebut sehingga azab dan bencana dari Allah lah yang akan di peroleh.

Salah satu wujud dan syukur adalah dengan memanfaatkan dan mengelola
sumberdaya perikanan dengan baik dan benar.Akan tetapi sebagian manusia merasa
sombong dengan membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pengelolaan
sumber daya perikanan yang bukan bersumber dari aturan-aturan Allah, sehingga
yang diproleh bukanlah kenikmatan dan kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan
kesensaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesensaraan ini tidak lain

dan tidak bukan adalah karena tanggan-tanggan manusia itu sendiri.
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Sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas seperti perairan di Kabupaten
Ogan llir yang termasuk di dalamnya air, berbagai macam jenis ikan dan sarana
umum yang meliputi setiap alat yang digunakan untuk menangkap ikan diperairan
Ogan llir adalah milik umum, akan tetapi harus memperhatiakn pasal 13 dan 14

dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

Kemudian dalam pandangan islam, sumber daya perikanan di perairan Kabupaten
Ogan llir yang merupakan kepemilikan umum ini harus dikelola hanya oleh
pererintah Kabupaten Ogan Ilir itu sendiri, dimana hasilnya harus dikembalikan
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ogan Ilir itu

sendiri.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum: 41-42

"Osma o pelad slae A Gan agtidd Gl (s el Lo el Sall b bl el
S i SIS U e 0 Gl e (IS S 5 a3 B (Y B g s (B

Artinya:Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar (41). Katakanlah:
"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan Allah (42).%

Ayat diatas menjekaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini tidak lain adalah
disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, begitu juga apabila penangkapan ikan di

Kabupaten Ogan llir ini dilakukan dengan cara merusak lingkungan maka akan ada

47 oc.Cit.

53



bencana yang ditimbulkan, seperti melakukan penangkapan ikan dengan cara di
strum, akan menimbulkan bencana seperti rusaknya habitat ikan yang akan
berkembang biak, dan juga dengan cara diputas akan menimbulkan pencemaran di
sungai Kabupaten Ogan Ilir.

Maka dalam pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir, termasuk
dalam perusakan lingkungan. Dalam hukum islampelaku yang melakukan perusakan
lingkungan akan didenakan sanksi pidana ringan yaitu dengan dengan hukuman
ta’zir. Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah
setempat. Jadi dalam pasal 14 tersebut sanksinya adalah ta zir yang hukumyannya
dikembalikan kepada hakim atau pemerintah Kabupaten Ogan llir.

Sebagaimana yang tercantum dalam dalam pasal 24 ayat 3 dalam Peraturan

Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya perikanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada pasal 14, dihukum

dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum

kurungan selama 6 bulan.

Maka pelaku illegal Fishing akan dikenakan sanksi fa’zir berupa
kurungan/penjara selama 6 bulan dan/atau denda sebesar Rp. 10.000.000,-. Dengan

demikian hukuman ta’zir sangat cocok di jatuhkan kepada pelaku illegal Fishing

tersebut.
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP) maka penulis mengambil
kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Larangan Menangkap lkan dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 adalah dengan memperhatikan asas-
asas dan aspek-aspek, yaitu asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan,
kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efesiensi, kelestarian dan
pembangunan, dan memperhatikan aspek-aspek diantaranya aspek
kewenangan, pengawasan dan keterbukaan.

2. Bahwa tinjauan Figh Jinayah terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan
secara illegal di Kabupaten Ogan Ilir yaitu berupa sanksi ta’zir, dan seorang
yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang
dilarang yaitu dengan cara meracun, setrum dll adalah salah satu tindakan
merusak pelestarian ikan dan lingkungan, dalam hal ini pelaku juga dijatuhi
hukuman ta’zir.Ta’zir adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana yang tidak ada dalam nsahnya ialah kasus yang
perbuatannya diluar dari pada hudud dan gishos, maka penjatuhan sanksi
ta’zir lah yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut maka dalam

penelitian ini tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana illegal fishing.
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Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah
setempat. Jadi dalam pasal 13 tersebut sanksinya adalah ta’zir yang
hukumyannya dikembalikan kepada hakim atau pemerintah Kabupaten Ogan
[ir.

B. SARAN

Untuk perkembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang
bermanfaat bagi masyarakat Daerah Kabupaten Ogan llir, saran dari penulis yaitu
sebagai berikut:

1. Perlu disarankan kepada pemeritah lebih meningkatkan pengawasan kepada

masyarakat Kabupaten Ogan llir, supaya tidak terjadi lagi penangkapan ikan
di sungai, lebung dan lain-lain dan tidak terjadi lagi penangkapan ikan dengan
cara diestrum,putas dan lain-lain

2. Perlu disarankan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk lebih
memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Ogan ilir,
agar supaya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu benar-benar

terpenuhi.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)

Pasal 13: Setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing,
mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek pengelolaan yang sudah
menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP.

Pasal 14 : (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan di area perairan dan objek
pengelolaan sumberdayaperikanan serta tempat perairan lainnya seperti sunggai,
lebak, kanal, kanal (galian PU) lebung buatan, lebung alam, dan perairan
lainnyadengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti: tuguk, empang,
kilung, lulung, langsaran serta jaring arat/kuahat (ngeser) dengan ukuran mata jaring
minimal 1 cm dan alat lain seperti : alat listrik (strum) baik accu atau generator dan
sejenisnya serta bahan peledak serta bahan racun seperti : putas, insektisida,
herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya
yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian
sumberdaya perikanan serta biota perairan lainnya.

(2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan
alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan.

Pasal 24 : (1) Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan pasal 5,
pasal 6 ayat (2 dan pasal 14 maka dianggap tidak sah dan dibatalkan.

(2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 13 serta
Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp.
5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan.

(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 14, dihukum
dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum
kurungan selama 6 bulan.

(4) Siapa saja yang melanggar Pasal 16 ayat (1), maka akan kehilangan haknya
terhadap lebung, lopak, sungai waris dan lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah
tanpa ganti rugi dan didenda sebesar Rp. 5.000.000,-.

(5) Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) akan diproses sebagaimana ketentuan
hukum yang berlaku dan proses hukumnya diserahkan kepada Aparat Penyelidik
(POLRI, Kejaksaan dan (KPK).

(6) Uang denda oleh sebab pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 24
Peraturan Daerah ini aka disetor kas daerah melalui Tim Pengawas cq Sekretaris Tim
Pengawasa.
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